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Pendahuluan

Komunikasi krisis merupakan bidang kajian yang bertumbuh pesat dalam
bidang komunikasi dan organisasi lebih dari tiga puluh tahun terakhir. Kajian ini
menekankan tentang bagaimana organisasi menjelaskan keberadaan mereka
dengan cara terbaiknya kepada para pemangku kepentingan dan publiknya ketika
sebuah krisis melanda. Baik ketika krisis tersebut disebabkan dari dalam
organisasi maupun dari eksternal. Sebagaimana yang kita jumpai dalam sebagian
besar kepustakaan terkait, kajian ini seringkali membahas pengalaman yang
terjadi di lapangan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya
sebuah organisasi mengelola permasalahan dan komunikasinya terkait dengan
krisis yang terjadi.

Sejak awal tahun 1990an, kajian kepustakaan tentang komunikasi krisis
yang dibahas oleh para ahli lebih banyak bersifat deskriptif mengenai faktor apa
saja yang menunjang keberhasilan komunikasi krisis dalam situasi tertentu.
Bentuk komunikasi krisis pertama dan yang paling orisinil dalam kajian akademik
komunikasi krisis adalah yang disampaikan oleh William Benoit yang menjadi
rujukan banyak ahli komunikasi krisis lainnya. Benoit pada dasarnya mengacu
pada teori retorika klasik tentang bagaimana mengelola berbagai pertanyaan akan
perasaan bersalah yang muncul ketika krisis terjadi, yang kemudian diaplikasikan
dalam komunikasi krisis organisasi. Benoit (1997) membahas mengenai lima
teknik komunikasi krisis yang sering digunakan oleh praktisi komunikasi
organisasi, yakni; penolakan, penghindaran diri dari tanggung jawab,
pengurangan sifat defensif atas peristiwa yang terjadi, tindakan korektif, dan
mortifikasi (permohonan maaf atas permasalahan yang terjadi).

Salah satu lainnya yang dikenal secara luas adalah pemikiran Timothy
Coombs yang membahas tujuh jenis komunikasi krisis. Daftar tindakan yang
dibahas oleh Coombs memiliki kesamaan dengan apa yang dimiliki oleh Benoit;

tetapi pendekatan yang dimiliki Benoit lebih berorientasi pada pengirim pesan,



sedangkan pemikiran Coombs lebih berorientasi pada penerima pesan (Coombs,
2006; Johansen & Frandsen, 2007). Meskipun kajian komunikasi krisis telah
dikaji oleh banyak akademisi, tetapi kiranya bidang keilmuan ini masih memiliki
landasan sosiologis yang belum begitu kuat. Dikatakan demikian karena sejauh ini
masih minim sekali elaborasi pemikiran terkait dengan konsep dasar sosial,
seperti resiko, kepercayaan, konflik, opini publik, media massa, media sosial atau
bahkan komunikasi dalam pembahasannya.

Disinilah kiranya teori sistem sosial Luhman dapat digunakan sebagai
dasar (meskipun bukan satu-satunya) untuk menguatkan landasan teoritis
komunikasi krisis, karena teori sistem yang dibawa oleh Luhman berdasar kuat
pada pendekatan komunikasi. Pengamatan sosiologis terkait kajian komunikasi
krisis tersebut kiranya bisa difungsikan untuk melengkapi serta memberikan
kedalaman dan ketajaman teoritis. Bahkan membantu untuk menjauhkan kajian
ini dari dominasi daftar preskriptif tentang apa yang harus dilakukan semata untuk
menghindari tanggung jawab atas masalah yang terjadi saat muncul krisis dalam
organisasi.

Melihat krisis yang terjadi antara organisasi dan dunia sosial sekitarnya
dengan menggunakan kerangka berpikir teori sistem kiranya bisa membantu
melintasi batas dan mencermati bagaimana sebuah organisasi beradaptasi terhadap
lingkungan dan menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran, sesuatu hal yang
mampu memperkaya pengetahuan baik itu bagi sudut pandang organisasi maupun
juga masyarakat sekitarnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Habermas bahwa
sebuah komunikasi efektif merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bersifat
instrumental dan/atau strategis. Hal tersebut nampaknya merupakan pemikiran
fundamental yang mendasari kajian komunikasi krisis, yakni jika sebuah
organisasi mampu mengelola komunikasinya secara efektif maka organisasi
tersebut akan memiliki kemampuan mengatasi krisis apapun dengan tetap
menjaga reputasinya.

Oleh karena itu, tulisan ini dengan segala keterbatasannya, mencoba
membangun landasan teori yang bersifat melengkapi berbagai kajian

implementatif dengan mengacu pada sejumlah konsep yang ditawarkan oleh



Luhman. Pemikiran ini tentunya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan
suplemen yang bersifat melengkapi dengan menggunakan konsep teori sistem
guna mengantisipasi adanya simplifikasi kajian komunikasi krisis yang selama ini
banyak ditawarkan agar bisa mencapai komunikasi efektif dalam perkembangan

masyarakat sosial global.

Kajian Pustaka

Luhman mengatribusikan doktrin terkait kontradiksi terhadap imunologi
sistem dalam teorinya. Sistem sosial dianggap bukannya memberikan
perlindungan terhadap perubahan yang terjadi, tetapi justru melawan perilaku
yang tidak lagi memadai bagi keberlangsungan lingkungan; ‘the immune system
protects not structure but autopoesis, the system’s closed self-reproduction’
(Luhmann, 1995: 370). Menurutnya, sebuah konflik muncul ketika sebuah
kontradiksi dikomunikasikan. Sehingga konflik mencuat ketika proses
komunikasi menerima keberadaan kontradiksi yang terjadi dalam organisasi
tersebut dan melakukan pembantahan terhadap hal tersebut; atau dengan kata lain
ketika sebuah elemen komunikatif dihubungkan dengan elemen komunikatif
lainnya dengan melakukan penyangkalan akan hal tersebut. Hal ini tidak sekedar
berkaitan dengan kepentingan yang berbeda tetapi lebih kepada proses
komunikasi yang menimbulkan konflik. Menurut Luhman, setiap proses
komunikasi memproduksi bifurkasi antara penerimaan dan penolakan terhadap
tawaran makna yang diberikan sehingga konflik dan kesepakatan secara terus
menerus diproduksi sebagai alternatif proses komunikasi (Elderb-Vass, 2007).

Sebuah penolakan juga terkadang memperuncing kondisi yang ada dan
bahkan memprovokasi serta mendorong seseorang untuk melihat pihak lain
sebagai oposisi. Agar tercapai keselarasan dengan pihak lain secara komunikatif
sebagaimana seorang oponen menghadirkan konflik dan sebagaimana sistem
didorong oleh berbagai kemungkinan negatif maka menurut Luhmann; ‘7 will not
do what you want if you do not do what I want’ (Luhmann, 1995: 73). Seseorang
dapat bertindak secara agresif, defensif, atau bahkan protektif, memberikan orang

lain pilihan kemungkinan lain yang sifatnya terbatas, misalnya untuk membentuk



koalisi dan mencari sumber daya lain sebagai upaya untuk melakukan resistensi.
Maka ketika konflik muncul, sistem akhirnya mengambil alih sementara proses
autopoiesis’ atau keberlangsungan suatu proses komunikasi (Luhmann, 1995).
Dengan cara ini, konflik dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang
terbentuk dari kesempatan yang diberikan dalam sistem lainnya dan bukan dalam
bentuk subsistem tetapi dalam bentuk parasit.

Untuk sementara waktu kondisi tersebut menarik semua perhatian dan
aktivitas komunikasi kedalampusaran konflik yang menahan keberadaan sistem
induknya. Sistem yang sedang berkonflik bersifat sangat integratif karena kondisi
tersebut menarik semua tindakan kedalam konteks oposisi didalam perspektif
oposisi itu sendiri (Luhmann, 1995). Oleh karena itu kemudian Luhmaan
menekankan hal ini sebagai sebuah definisi integrasi formal yang menyatakan
bahwa ‘integrasi merupakan sebuah upaya pembatasan akan kebebasan
seseorang’, dan secara jelas melihat konflik sebagai sesuatu yang sebenarnya
bersifat mengintegrasikan; ‘Bagi seorang oponen, sebagai seorang musuh,
seseorang yang berada dalam konflik memiliki alternatif kemungkinan yang lebih
sedikit, lebih sedikit pilihan perilakunya; sehingga orang tersebut haruslah
berhati-hati, harus mempertimbangkan bagaimana mempertajam ‘senjata’ yang
dimilikinya sendiri, dan bagaimana menumpulkan ‘senjata’ lawan, bagaimana
melindungi diri sendiri, bagaimana mencegah dan bagaimana menyerang’.

Konflik tersebut perlahan akan mati dan menghilang ketika tidak lagi bisa
mengundang kontribusi, ketika semua kontributor lelah dan merasa bosan untuk
berargumentasi dan berhenti mengambil tindakan seiring dengan perjalanan waktu
dimana individu yang terlibat mulai tergerak untuk membahas tema lainnya
(Luhmann, 1995). Dengan demikian, konflik merupakan bagian dari proses
komunikasi dalam sebuah sistem sosial dan berfungsi sebagai imunitas melawan
kemungkinan berhentinya proses autopoiesis yang dijalankan sistem (Luhmann,

1995). Proses peradilan kemudian memainkan peran khusus, di satu sisi untuk

Istilah autopoiesis berasal dari bahasa Yunani yang bermakna ‘diri’ yang berarti proses
penciptaan, produksi yang mengacu pada kemampuan sistem untuk mereproduksi dan
mempertahankan keberadaanya sendiri.



meningkatkan peluang konflik dan di satu sisi lainnya secara terus menerus
bekerja melawan penyelesaian kekerasan konflik. Bagi Luhmann, konflik
memainkan peran penting dalam dunia sosial, yakni sebagai sistem imunitas
meskipun di saat yang sama jelas bahwa konflik juga memiliki efek yang bisa
menghancurkan sistem induknya. Hal ini dikarenakan konflik tentunya menguras
sumber daya dan perhatian sistem induk dimana hubungan antara mereka yang
berkonflik bisa bersifat merugikan.

Menurut Frandsen dan Johansen (2007) komunikasi krisis sendiri
didefinisikan sebagai sebuah krisis yang bersifat ganda; pertama karena publik
mengamati sesuatu yang dianggap sebagai sebuah krisis sebagai sesuatu yang
berjalan dengan salah, sehingga kemudian organisasi melakukan pertahanan bagi
keberadaannya secara retoris yang disebut dengan komunikasi krisis. Disini
penulis mendefinisikan sebuah krisis sebagai sebuah pengamatan eksternal sistem,
pengamatan mengenai lingkungan sekitar organisasi yang dibuat oleh para
kontributor komunikasi yang memperingatkan komunitas akan terjadinya sebuah
fenomena yang harus ditindaklanjuti terkait dengan kejadian tersebut. Fenomena
tersebut bisa berupa bencana alam, kecelakaan yang terjadi ketika operasional
organisasi, pelecehan yang bersifat SARA, ataupun juga pelanggaran peraturan
hukum yang berlaku.

Dari contoh tersebut, krisis bisa berupa peristiwa komunikatif yang
bersifat internal, sebuah indikasi komunikatif peristiwa eksternal yang terjadi
pada sistem yang diamati (dikomunikasikan) sebagai sebuah krisis. Kemudian,
krisis juga dapat menyebabkan konflik jika kontribusi komunikatif dikaitkan
dengan elemen komunikatif baru yang bersifat kontradiktif (menegasikan) tentang
upaya penanganan krisis tersebut oleh seseorang atau suatu organisasi. Jika
kesiapan darurat terkait dengan suatu bencana (semburan lumpur misalnya)
dikritisi, atau jika tahapan-tahapan yang diambil oleh organisasi terkait dengan
kecelakaan operasional kerja (misalnya kecelakaan pendaratan pesawat terbang)
dikritisi, dan komunikasi yang terjadi secara terus menerus menarik kontribusi
komunikasi maka konflik muncul sebagai bagian dari sistem autopoietik tersebut.

Kasus pelecehan terkait dengan SARA dalam perspektif ini jug adapat dilihat



sebagai elemen komunikasi pertama dimana komunikasi tentang ‘penolakan’
terhadap kejadian tersebut merupakan kontradiksi yang melahirkan konflik terkait
pelecehan kasus tersebut (krisis SARA) sebagai bagian dari sistem autopoietik.
Hal ini jelas memperlihatkan bagaimana konflik mengintegrasikan pernyataan
apapun terkait dengan krisis dalam konflik, dan bagaimana semua kontributor
dipaksa mengurangi pilihannya (sebagaimana dalam konflik Irak, dimana secara
jelas dinyatakan oleh George Bush ‘you’re either with us, or against us’).
Pertanyaannya kemudian sekarang adalah bagaimanakah lansekap sosial dimana
kemunculan sistem konflik tersebut diproduksi dan direproduksi dapat diobservasi

dengan baik?

Pembahasan
Resiko dan Kemunculan Konflik

Untuk memperjelas ruang kebebasan tindakan organisasi, marilah kita
mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan konsep resiko. Luhmann
mendefinisikan resiko dengan cara membedakannya dengan konsep bahaya yang
seringkali dilihat sebagai oposisi dari konsep resiko (La Cour & Phillipopoulos-
Mihalopoulos, 2013). Perbedaan ini menyiratkan bahwa ketidakpastian muncul
terkait dengan hilangnya masa depan yang memberikan dua kemungkinan; jika
potensi kerugian dianggap sebagai konsekuensi dari sebuah keputusan maka
artinya kita berbicara tentang resiko karena kerugian tersebut dianggap sebagai
bagian dari keputusan; sementara di sisi lain, jika potensi kerugian dianggap
disebabkan oleh faktor eksternal dimana kerugian tersebut dianggap disebabkan
oleh dunia luar maka artinya kita berbicara mengenai bahaya.

Seseorang bisa saja dianggap selalu berada dalam kondisi berbahaya;
tetapi tentunya orang tersebut bisa memutuskan tindakannya sendiri meskipun
hanya dalam konteks bahwa tindakannya tersebut menempatkan dirinya dalam
situasi bahaya tertentu. Misalnya, orang tersebut memilih untuk berjalan-jalan di
jalan umum ketika orang lainnya memilih untuk pulang kerumah dan

meninggalkan pekerjaannya, dan ketika kepalanya tertimpabahan bangunan maka



hal tersebut disebut sebagai berbahaya dan beresiko, dimana setiap kita harus
memilih antara dua kemungkinan yang sama.

Perbedaan antara resiko dan bahaya memungkinkan kita memilih alternatif
atas dua sisi kemungkinan yang sama tetapi tidak pada saat yang bersamaan.
Memilih resiko yang bisa timbul memungkinkan kita untuk melupakan bahaya
yang ada sebagaimana pilihan bahaya membuat kita mungkin melupakan
keuntungan yang ditawarkan oleh keputusan yang penuh resiko,hal yang menjadi
alasan mengapa organisasi selalu ingin diobservasi (dinilai) terkait dengan
keputusan yang diambil. Organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari
kberbagai keputusan komunikasi (Seidl & Becker, 2006; La Cour &
Phillipopoulos-Mihalopoulos, 2013) sehingga sejumlah keputusan yang dimiliki
oleh organisasi tersebut memiliki resiko yang karena sesuatu hal mungkin saja
terabaikan dimana di kemudian hari ternyata berkembang menjadi sebuah krisis.

Komunikasi krisis dilakukan ketika keputusan organisasi (terkait kalkulasi
resiko) berpotensi bahayadalam pengamatan pihak lain, yang kemudian
dikomunikasikan sebagai sebuah krisis dan harus dipertimbangkan oleh organisasi
sebagai sebuah konflik antara organisasi dan mereka yang mengkritisinya.
Manajemen resiko sendiri merupakan tahapan kedua dimana organisasi harus
memilih suatu keputusan dengan mempertimbangkan kerugian yang mungkin
timbul. Hal ini harus dipertimbangkan karena masa depan tidak dapat diprediksi
sehingga dengan demikian harus terefleksikan dalam komunikasi keputusan yang
diambil. Sistem imunitas internal organisasi sendiri harus tetap utuh untuk
memungkinkan munculnya konflik internal yang dijalankan kemudian, dan
berguna untuk mengurangi perilaku yang tidak lagi sesuai.

Namun cara apapun yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengurangi
ketidakpastian; misalnya keputusan kolektif, penjelasan kegiatan, penggunaan ahli
eksternal, atau pembentukan departemen khusus internal dan sebagainya;kesemua
itu tidak bisa menghasilkan apapun kecuali sekedar untuk mempertahankan
keputusan yang diambil dengan melakukan segala hal untuk memenuhi ketentuan
yang telah ditetapkan. Hal tersebut sebenarnya merupakan suatu ilusi yang

resikonya tetap mungkin berada didalam kontrol organisasi.



Dalam konteks perspektif resiko, konflik muncul dalam organisasi yang
memiliki bagian yang berfungsi untuk bertindak sebagai sistem imunitas ketika
keputusan (resiko) dianggap sebagai suatu ancaman bagi keberadaan organisasi.
Demikian juga dengan konflik yang muncul antara organisasi dan dunia sosial
eksternalnya, ketika keputusan organisasi (perilaku yang mengandung resiko)
dianggap sebagai hal yang berbahaya oleh sistem sosial yang dilihat sebagai
bagian dari aktivitas sistem imunitas dalam tubuh masyarakat. Organisasi dengan
sistem imunitas yang kuat menurut perspektif ini akan lebih bisa beradaptasi
terhadap konflik dan perubahan, daripada sistem yang bersifat kurang
konfrontatif. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa organisasi dengan
sistem imunitas yang lemah berada pada terpaan resiko yang lebih tinggi terhadap
sistem imunitas sosial daripada sistem yang mampu bersifat reflektif, sehingga
organisasi sebetulnya harus mampu mengelola dan bahkan mungkin menginisiasi

sendiri konflik internal tersebut.

Kepercayaan dan Kemunculan Konflik

Kepercayaan merupakan konsep penting lainnya terkait dengan
komunikasi krisis karena di satu sisi hal tersebut digunakan organisasi sebagai
upaya untuk mendapatkan kepercayaan, dan disisi lainnya untuk menjadikan
kepercayaan tersebut sebagai bagian dari keputusan itu sendiri. Misalnya saat
organisasi berupaya memunculkan opini publik tertentu dimana kemudian
kelompok eksternal datang untuk menyelamatkan dan/atau memberikan
simpatinya dengan pernyataan krisisnya. Konsep reflektif tentang kepercayaan
tersebut menurut Luhman (2000; Lee, 2000) dimaknai sebagai kepercayaan diri.

Kedua konsep tersebut mengacu pada pengharapan yang bisa mendorong
munculnya kekecewaan. Kepercayaan diri merupakan hal yang paling umum
dalam kehidupan, misalnya bahwa mobil yang kita kendarai tidak rusak, atau
seseorang tidak mungkin akan difitnah begitu saja di media massa terkemuka.
Kita pribadi tidak mungkin bisa memikirkan semua hal terkait organisasi dan

anggota yang ada di dalamnya karena kita memiliki rentang perhatian yang



terbatas. Sehingga keputusan organisasi akan kehilangan aktualitasnya dan
kemudian menjadi sekedar rutinitassemata.

Jika kita tidak mempertimbangkan alternatif lainnya ketika mengambil
keputusan, maka hal tersebut terkait dengan masalah kepercayaan diri karena
bagaimanapun kepercayaan hadir ketika muncul sebuah situasi yang beresiko
(refleksifitas). Jika seseorang memilih suatu tindakan tertentudan bukan tindakan
lainnya yang dikarenakan kemungkinan adanyakekecewaan oleh pilihan lain
tersebut, artinya kita memiliki masalah mengenai kepercayaan. Dalam kasus
kepercayaan diri ini, seseorang akan bereaksi terhadap kekecewaan yang muncul
melalui atribusi eksternal yang dimilikinya. Dalam konteks kepercayaan,
seseorang harus mempertimbangkan atribusi internal dan kemungkinan
munculnyapenyesalan atas pilihan kepercayaan yang dibuat. Namun hal tersebut
tidak semata terkait dengan kalkulasi kemungkinan tetapi mengenai apakah
kekecewaan tersebut dipengaruhi oleh pilihan yang pernah diambil sebelumnya
(Luhmann, 1995; 2000).

Tidak ada fungsi kepercayaan yang bersifat independen dalam sistem,
tetapi dalam sebuah masyarakat yang berbeda secara fungsional semua fungsi
sistem tergantung pada kepercayaan sebagai respon terhadap resiko dan
ketidakpastian yang disebabkan oleh bentuk komunitas yang ada. Terdapat
banyak pilihan untuk mewujudkannya tapi tidak ada satupun yang bersifat pasti
karena masa sekarang tidak akan bertransformasi menjadi masa depan yang
dibentuk secara sama (Luhmann, 2000). Jika seseorang diberi tandaakan
munculnya kepercayaan tersebut maka hal tersebut bisa saja menjadi kepercayaan
terhadap ketidakpercayaan. Misalnya saja sebuah keluarga sering berjalan-jalan di
sebuah Kebun Binatang, artinyakeluarga tersebut memiliki hubungan spesial yang
terbentuk tanpa disadari dengan kebun binatang tersebut, Namun kemudian
mereka membaca di suratkabar bahwa pengurus kebun binatang kerap berperilaku
dengan cara yang tidak dapat diterima oleh keluarga tersebut, yang kemudian
menjadikan keluarga ini memutuskan untuk berhenti datang ke kebun binatang
itu. Kepercayaan keluarga ini terefleksikan dalam hubungannya dengan kebun

binatang tersebut dan kemudian mengubah hubungan spesial yang dimilikinya



terkait dengan hubungan yang pada mulanya dipenuhi kepercayaan yang
kemudian berubah menjadi ketidakpercayaan. Maka penting kiranya bagi kebun
binatang tersebut untuk memikirkan upaya bagaimana caranya mendeskripsikan
diri mereka lagi sedemikian rupa untuk memenangkan kembali kepercayaan
keluarga tersebut agar mereka kembali lagi berkunjung seperti dahulu.

Luhmann (2000) menghubungkan pencapaian kepercayaan dengan
representasi diri, sebagaimana sejarah reseprentasi diri yangditunjukan oleh
seseorang secara konsisten dari waktu ke waktu akan mampu meraih kepercayaan
tersebut ‘he who stands by what he has allowed to be known about himself,
whether consciously or unconsciously, is worthy of trust’ (Luhmann, 2000: 99).
Kepercayaan berhubungan dengan representasi diri dan rasa keterikatan yang
terus menerus dimiliki oleh seseorang berdasar atas sejarah representasi diri yang
dimilikinya. Dalam lingkungan yang bersifat dinamis, secara harfiah hal ini tidak
berarti bahwa seseorang tetap menjadi orang yang sama seperti biasa tetapi lebih
pada bahwa orang tersebut berhasil beradatasiterhadap lingkungan yang dinamis
dengan cara yang sama dan stabil. Sehingga kemudian ketika orang tersebut harus
beradaptasi sesuai dengan keterbatasan yang diterimanya dan menunjukan
keberlangsungan perilakunya dalam kondisi yang sulit dan terus berubah
(Luhmann, 2000), dimanakrisis dalam sistem muncul dan melumpuhkan bagian-
bagian dari dunia sekitarnya membuatia kehilangan kepercayaan diri dengan
organisasi tersebut, dan memilih untuk tidak percaya lagi.

Dengan mempertimbangkan semua konsep konflik, resiko dan
kepercayaan diatas, organisasi selalu harus mempertimbangkan komunikasi krisis
ketika memutuskan sesuatu. Keputusan yang diambil harus bisa dipertahankan
dengan mempertimbangkan resiko krisis yang mungkin hadir di kemudian hari
dengan sedemikin rupa yang membuktikan bahwa organisasi menjaga
kepercayaan para pemangku kepentingannya. Ketika kemunculan krisis diamati
dari perspektif kepercayaan, maka sejarah organisasi terkait presentasi diri dan
nilai menjadi terlihat serta mengalami evaluasi terkait dengan opini di masa
sekarang, agar terjadi kesesuaian organisasi dengan nilai-nilai tersebut. Tentunya

organisasi tidak mungkin mengetahui secara pasti keberadaanya di masa depan
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tetapi secara ajeg bisa melakukan re-aktualisasi keputusannya serta
mempertimbangkan hal yang harus difokuskan sesuai dengan keadaan lingkungan
sosialnya di masa sekarang. Selain itu, organisasi bisa mengelola hal tersebut
sesuai dengan prinsip manajemen nilai untuk menunjukan kesesuaian sejarah
presentasi diri yang memungkinkannya untuk mempertahankan tindakan yang

diambil saat ini di masa yang akan datang.

Organisasi dan Fungsi Sistem

Faktor pengambilan resiko dan masalah kepercayaan memberi keuntungan
tersendiri pada tingkatan sosialmeskipun bersifat sementara. Dalam mode resiko,
berbagai kemungkinan tidak bisateruji tanpa mengambil resiko dan dengan cara
dimana tidak seorangpun mengetahui secara pasti apakah hal tersebut akan
berhasil atau tidak. Ketika resiko diambil dan berhasil, maka struktur sosial baru
akan dihasilkan dan berbagai kemungkinan baru tercipta; sehingga untuk
sementara investasi dalam bentuk pengobatan baru akan menjaga kondisi tubuh
tetap hidup, kondisi fisik bahagia dan menjadikan organisasi yang mengambil
resiko tersebut mendapat profit dan memperoleh reputasi positif.

Masyarakat modern dibangun berdasar atas kepercayaan, yakni percaya
pada nilai uang, percaya pada hasil-hasil penelitian ilmiah dan terhadap kekuatan
politik yang sah (Luhmann, 2000). Selain itu masyarakat juga memerlukan
kepercayaan untuk meyimpan uangnya di bank, menitipkan anak-anaknya di
sekolah, membiarkan raganya di tengah arus lalu lintas yang ramai, dan
sebagainya. Semua kepercayaan dan resiko tersebut memerlukan reflektifitas,
yakni kesadaran dan komunikasi mengenai beragam alternatif pilihan dengan
berbagai konsekuensinya. Organisasi memiliki keterkaitan besar dengan sistem
ekonomi karena hal tersebut merupakan hal yang penting untuk
diperhitungkan;seperti sekolah dengan sistem pendidikannya karena hal tersebut

terkait dengan pengajaran/pembelajaran dan ujian, serta partai bagi sistem politik
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sebagaimana hal tersebut terkait dengan pemberian suara yang bisa menentukan
kekuasaan.

Namun demikian, dalam masyarakat yang berbeda secara fungsional
sebuah organisasi harus mampu berkomunikasi denganmasyarakat yang beragam
secara simbolis melalui berbagai media komunikasi yang ada. Misalnya ketika
mencoba menyampaikan dampak yang mungkin dihadirkan oleh sebuah produk
baru, ketika mencoba merekrut kandidat yang tepat, dan juga dalam sistem
judisial ketika perusahaan mencoba bertahan di sisi yang dibenarkan oleh hukum.
Berdasarkan hal ini, organisasi kemudian membangun kompleksitas internalnya
dalam berbagai divisi dan posisi agar mampu berkomunikasi dengan berbagai
fungsi sistem. Hal ini juga berarti bahwa setiap orang dan organisasi yang
inginterlibat dalam masyarakat modern harus mampu mengelola fungsi sistem dan
prinsip-prinsipnya. Dimana hal tersebut merupakan oposisi terkait dengan
keberadaan organisasi yang terbuka pada dimensi fakta sehingga harus bisa
berkomunikasi dengan semua jenis media komunikasi simbolis, tetapi sebaliknya
bersifat tertutup dengan dimensi sosial sehingga kemudian hanya anggotanya

yang dapat berkontribusi pada komunikasi yang berjalan.

Media Massa dan Kemunculan Konflik

Media massa yang dianggap Luhmann (2000) sebagai sebuah sistem
fungsional merupakan bagian penting dalam lansekap sosial yang menjadi wadah
observasi bagi kemunculan krisis dalam sistem dan komunikasi krisis organisasi.
Buku Luhmann mengenai media massa yang berjudul ‘The reality of the mass
media’ memiliki makna ganda, dimana media massa dianggap menciptakan baik
itu sebuah realitas (yang diterima masyarakat sebagai realitas biasa) dan juga
media yang memiliki realita atau isu-isunya sendiri. Media massa tidak hanya
melampaui realitas tetapi menciptakan realitas yang kemudian disajikan kepada
audiens. Luhmann (2000) mendefinisikan media massa sebagai semua bentuk
institusi  kemasyarakatan yang memanfaatkan salinan teknologi untuk
menyebarkan komunikasi. Media massa merupakan manufaktur mekanis sebuah

produk yang bekerja sebagai pembawa pesan komunikasi. Sistem media massa
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memisahkan dirinya dari komunikasi lain dengan mengesampingkan interaksi
antara pengirim pesan dan penerima pesan melalui intervensi teknologi. Untuk
menerbitkan sebuah surat kepada editor suratkabar misalnya harus melalui seleksi
yang dilakukan oleh suratkabar itu sendiri. Sistem media massa memiliki
generalisasi simbolik media komunikasinya sendiri dimana informasi dan kode
yang dimilikinya bisa merupakan informasi atau juga bukan yangdikelola menurut
program dan keputusannya masing-masing.

Sistem media massa terdiri dari sejumlah kelembagaan seperti penerbit,
suratkabar dan stasiun televisi yang secara internal menentukan apa yang
dimaksud dengan informasi dan apa yang seharusnya disebarkan. Terdapat
perbedaan yang sangat luas antar suratkabar, misalnyaterkait dengan apa yang
dianggap sebagai informasi yang memiliki nilai. Organisasi yang merasa perlu
memunculkan keberadaannya di masyarakat kemudian harus terhubung dengan
media massa tersebut. Namun demikian, lembaga media menentukan dan
melakukan seleksi sendiri kondisi organisasi yang bagaimana dan seperti apa
yang akan dipublikasikan serta bagaimana melakukan pembingkaiannya.

Media massa merupakan salah satu kontributor yang paling antusias
terhadap konflik yang terjadi didalam suatu sistem dan terkadang merekalah yang
melakukan inisiasi konflik tersebut. Dengan kata lain, kebanyakan media massa
menganggap memiliki informasi yang bernilai jika hal tersebut bisa memberikan
manuver atau menunjukan bahwa sebuah lembaga berada dalam posisi berbahaya.
Jika komunikasi krisis organisasi tersebut disebarluaskan melalui informasi media
massa tertentu maka lembaga yang bersangkutan harus memenuhi apa yang
disebut dengan standard kriteria nilai informasi yang ditetapkan oleh media massa
tersebut.

Dengan diperkenalkannya media elektronik, masyarakat semakin
menuntut adanya transparansi dibandingkanwaktu sebelumnya (Meyrowitz,
1985). Bagi banyak organisasi, hal tersebut tidak hanya berarti kesempatan
komunikasi yang lebih baik tetapi juga makin meningkatnya terpaan terhadap apa
yang tersimpan di belakang panggung selama ini, dan bahkan membuat keputusan

yang mereka ambil lebih rentan untuk diamati. Hal ini membuat komunikasi
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organisasi menjadi semakin beresiko, sehingga memaksaperlunya presentasi diri
yang lebih baik lagi terkait dengan isu-isu keberlanjutan, etika, lingkungan kerja
psikososial, kepemimpinan, pelayanan, dan sebagainya dimana hal tersebut
dianggap terkait dengan keputusan organisasional. Keputusan yang diambil akan
selalu dievaluasi secara restropektif oleh publik dan kemungkinan akan jarang
sekali mempertimbangkan informasi bagaimana yang sebenarnya dapat
mendorong munculnya keputusan yang beresiko tinggi, tetapi sebenarnya
merupakan sesuatu yang dipahami dengan baik hanya dipermukaanya saja ketika
keputusan tersebut diambil (La Cour & Philippopoulos-Mihalopoulos, 2013). Apa
yang kemudian dikomunikasikan oleh organisasi (misalnya merek, nilai dan
tujuan) dievaluasi terkait dengan apa yang sebenarnya dilakukan yang kemudian

akan dilihat sebagai sesuatu yang diputuskan.

Kemunculan Krisis dan Opini Publik

Publik sendiri harus dipahami sebagai suatu komunitas yang
terfragmentasi dan bukan sekedar salah satu bentuk diskursif besar masyarakat
yang menyebar di seluruh duniadalam berbagai sistem sosial dan platform media
yang berbeda (Habermas, 1984; 2006). Hal ini berarti penerimaan organisasi oleh
masyarakat tidak mungkin bersifat homogen sehingga para pemangku
kepentingan tidak akan terbentuk sebagai sebuah kelompok tunggal. Konsep opini
publik sendiri menurut Luhmnn dideskripsikan sebagai sejumlah pandangan
tertentu yang membentuk batasan antara publik dan privat (Ihlen, Van Ruller &
Fredriksson, 2009; Hartley & Chatterton, 2015). Sesuatu yang diamati sebagai
masalah publik bisa didiskusikan secara terbuka karena terkait dengan
kepentingan umum. Pertama, bahwa misalnya suatu batasan digambarkan
tergantung bagaimana suatu perusahaan menjalankan bisnisnya. Kedua, bahwa
batas tersebut dilampaui, ketika misalnya perusahaan menjual herbisida di Asia
yang ternyata dilarang di wilayah Uni Eropa.

Opini publik merupakan subyek tentang kepentingan umum dan apa yang
menjadi kepentingan masyarakat yang tidak jarang memicu hadirnya konflik.

Opini publik bisa membuat perubahan tematik, misalnya dari isu ekonomi ke isu
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moral;contohnya tentang maraknya industri sawit dan batubara yang merupakan
bisnis yang berorientasi profit tetapi juga merupakan industri yang tidak jarang
melanggar moral ketika pengelolaan limbahnya tidak sesuai dengan prosedur dan
dilakukan oleh para pekerja yang tidak memenuhi standar kesehatan dan
keselamatan lingkungan.

Opini publik tidak dapat dikalkulasikan di awal sehingga sulit
untukmengetahui apa yang akan terjadi atau bagaimana kejadiannya nanti, atau
bagaimana fluktuasinya kemudian. Misalnya tentang masalah yang terkait dengan
kasus minoritas yang maju di Pilkada yang dianggap tidak mewakili aspirasi
penduduk mayoritas, tetapi kemudian berubah menjadi pembahasan tentang
minoritas dan mayoritas tanpa mengingat kontribusi yang mereka berikan pada
masyarakat luas. Maka, berdasarkan hal ini, Dirk Baecker (dalam Laermans,
2011) mendefinisikan opini publik sebagai keputusan yang tidak dapat begitu saja
diputuskan. Opini publik merupakan pandangan khusus yang berosilasi antara
mengamati sesuatu dan mengamati sendiri, yakni dimana segera setelah upaya
pengungkapan sesuatu sebagai sebuah opini publik sehingga publik mulai
mengamati hal tersebut; yakni apakah hal tersebut terlalu klise, atau apakah sudut
pandangnya sudah tepat. Hal ini kemudian didengung-dengungkan oleh media
massa, yakni bagaimana hal tersebut dikomunikasikan, sebagaimana hal tersebut
dibingkai, dan sebagainya di media elektronik.

Konflik mengalir begitu cepat dari genggaman organisasi dan dengan
segera menjadi opini masyarakat dan menjadi bahan diskusi dan berimplikasi
pada terbentuknya opini publik. Sebagaimana opini publik bisa memicu
kemunculan konflik, opini publik juga bisa berhenti berkontribusi terhadap
konflik yang ada setelah sementara waktu yang kemudian berakibat pada
berhentinya proses atopoiesisnya. Hal ini misalnya terkait dengan pergeseran
tema, atau terjadi pergeseran dari pengamatan eksternal ke pengamatan diri, atau
sekedar dikarenakan munculnya krisis yang lebih baru dan lebih menarik
perhatian opini publik lainnya. Organisasi dapat belajar dari semua konflik, baik
itu yang besar dan berlangsung lama, atau yang kecil dan hanya berlaku sebentar

saja dengan selalu melakukan observasi diri, membiarkan organisasi mengamati
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dirinya sendiri dan lingkungannya seiring dengan perkembangan masyarakat

luas.

Kemunculan Krisis dan Media Sosial

Pada umumnya, media digital dan khususnya media sosial memiliki
struktur interaktif bagi terlaksananya komunikasi yang membedakannya dari
media massa lain. Di media sosial, setiap orang yang memiliki akun misalnya di
twitter dan facebook, dapat berpartisipasi dalam proses komunikasi. Hal ini
berarti bahwa arena retorika pada saat sekarang ini lebih bersifat inklusif daripada
masa sebelumnya. Ada sejumlah besar contoh dimana para konsumen yang
mencoba melakukan klaim terhadap perusahaan tapi tidak mendapatkan
penyelesaian apapun kemudian memulai kampanye yang mampu memicu konflik
sistem melalui media sosial dengan membeberkan ketidakadaan respon yang
didapatkan dari perusahaan tersebut.

Meskipun arena retorika di masa sekarang ini jauh lebih besar dan jauh
lebih inklusif tapi tidak berarti bahwa kita mengetahui secara pasti mekanisme
atau hukum yang disebut Jenkins, Ford dan Green (2013) dengan ‘spreadability’
yang dalam penggunaan biologismenya telah berkembang secara viral. Baik itu
bagi perusahaan maupun masyarakat, dimana media sosial berarti ambivalensi
sosial karena kita tidak benar-benar mengetahui infrastruktur komunikasinya,
seperti misalnya algoritme yang memutuskan penyebaran pesan (Fuchs, 2008;
Graf, 2016). Konten yang berhasil menyebar di internet entah bagaimana harus
bisa menarik minat, menjadi sesuatu hal yang membuat orang lain merasa bahwa
mereka mendapatkan sesuatu dari hal tersebut seperti misalnya modal sosial atau
identitas sosial sehingga akan membuat mereka menekan tombol ‘like’, ‘share’,
atau melakukan ‘retweet’ konten tersebut. Dengan membandingkan revolusi
media saat ini dengan revolusi media sebelumnya, maka masalah mendasarnya
adalah norma lingkungan media baru ini tidak berkembang di periode awal
dikenalkannya media baru. Sehingga norma kemasyarakatan tentang bagaimana

berkomunikasi di masa sekarang ini masih belum sepenuhnya berkembang.
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Pada saat hal tersebut muncul, media baru hanya merupakan opini publik
yang tidak diprediksi keberadaannya. Kita tidak bisa memastikan tentang kriteria
interaksi masyarakat awam di media sosial. Namun di masa sekarang ini kita tahu
bahwa melakukan komunikasi dalam kondisi lingkungan yang tidak
bisadiprediksikan seberapa jauh pesan yang dikirim akan diterima, siapa yang
akan menerimanya atau kapan mereka akan menerimanya jikalaupun mereka
menerima semua pesannyamerupakan hal yang penuh resiko. Meskipun
organisasi menerima resiko tersebut dengan tidak selalu merespon secara positif
komplain yang diterima di media sosial, si pemberi komplain pun tidak
mengetahui secara pasti jika orang lain akan mendukungnya, sekedar melihat atau
bahkan mengacuhkan hal tersebut. Di sisi lain, organisasi tidak mengetahui jika
sebuah komplain akan menggema di media sosial dan bisa berkembang menjadi

sebuah krisis.

Komunikasi Krisis dan Media Sosial

Coombs dan Holladay (2012) mencoba menggunakan konsep para-krisis
(paracrisis) untuk membingkai masalah guna membantu organisasi berlabuh di
lingkungan media baru. Para-krisis didefinisikan sebagai ‘sebuah ancaman krisis
yang menuduh organisasi telah melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab
atau tidak beretikayang terlihat secara publik’. Hal ini seringkali dianggap hanya
sebuah krisis kecil, tetapi dalam konsep para-krisis sebuah hal kecil dapat
bereskalasi menjadi sebuah krisis sehingga harus dipertimbangkan sebagai sebuah
peringatan. Jika organisasi membuat lingkungan memperhatikan berbagai media
sosial yang ada maka hal tersebut bisa membantu untuk mengidentifikasi para-
krisis. Jika organisasi bisa mengidentifikasi komplain yang berpotensi
berkembang menjadi krisis maka mereka bisa bertindak sebelum hal tersebut
berkembang lebih jauh.

Dengan adanya media sosial, masyarakat yang bersuara vokal semakin
meningkat sehingga organisasi harus melakukan pengawasan pesan yang
berkaitan dengan para-krisis. Ketika merespon sebuah potensi para-krisis dan

mencoba menghindarkannya berkembang menjadi krisis yang sebenarnya,
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organisasi harus mempertimbangkan strategi yang digunakan dimana menurut
Coomb (2012) merupakan salah satu dari tiga strategi berikut: melakukan
pembantahan, melakukan reformasi, atau melakukan penolakan. Jika organisasi
melakukan pembantahan maka mereka harus yakin bahwa para pemangku
kepentingan lainnya akan memberikan dukungan terhadap posisi mereka. Jika
organisasi melakukan reformasi maka mereka harus mempertimbangkan biaya
yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan konsistensinya dengan strategi
organisasi. Jika organisasi memutuskan untuk melakukan penolakan maka pihak
manajemen organisasi harus mengetahui peluang dan harapan jika para-krisis

tersebut menghilang karena kurangnya perhatian yang diberikan.

Kesimpulan: Sistem Konflik dan Media Sosial

Dari sudut pandang teori sistem, apa yang disebut Coombs sebagai para-
krisis seharusnya dipandang sebagai perilaku yang tidak sepele bagi keberadaan
organisasi. Jika organisasi bersifat terbuka terhadap hal-hal yang dapat
menimbulkan iritasi, maka organisasiharus terus menerus belajar tentang
perubahan yang terjadi sehingga memiliki performa yang lebih dari cukup bagi
dunia sosial di sekitarnya. Menurut Luhmann, kita tidak berkomunikasi hanya
untuk sekedar mencapai kesepakatan, tetapi untuk meningkatkan sensibilitas
terhadap perubahan di dunia sekitar. Jika sebuah organisasi memungkinkan
terjadinya konflik internal maka hal tersebut dapat membantu membangun sistem
imunitas internal yang dapat menangkap konflik-konflik kecil sebelum
berkembang dan berubah menjadi masalah yang terkait dengan lingkungan
eksternal. Oleh karena itu organisasi perlu memiliki nilai dan strategi komunikasi
yang bisa membuat mereka mampu memperhitungkan dunia sekitarnya dan
memiliki presentasi diri positif, serta sejarah presentasi diri yang konsisten dan
kongruen dengan nilai dan strategi yang dimiliki.

Di lingkungan media baru kepekaan seperti ini lebih penting lagi
dibandingkan dengan masa sebelumnya, bahkan harus diiringi dengan
transparansi yang berlebih lagi mengingat banyaknya peluang dan tantangan dari

lingkungan eksternal. Jika sistem imunitas internal tidak bisa mengeliminir
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perilaku yang tidak sejalan dengan nilai yang dimiliki dan dengan sejarah
presentasi diri maka media sosial yang mengalir berdasarkan pada lingkungan
sosial mungkin nanti akan menemukan dan menyebarkannya. Sebuah kritik di
media sosial merupakan sebuah kontribusi terhadap tahapan observasi diri
organisasi yang bisa membantu untuk melihat dirinya sendiri dalam pandangan
opini publik, atau terkait hal yang bisa menjadi opini penting dari para pemangku
kepentingan.

Jika organisasi bertanya mengenai suatu makna dalam intonasi yang penuh
rasa hormat dan mencoba menghubungkannya dengan pemaknaan yang dimiliki,
menjelaskannya sendiri dan motif yang ada di belakangnya; maka interaksi yang
bersifat konstruktif akan terbangun sehingga apa yang disebut dengan
kepercayaan akan terjaga dalam hubungan tersebut, atau setidaknya dicoba untuk
dibangun dengan berdasar atas niat baik. Sebagian besar konflik berkembang
karena organisasi mencoba merespon kondisi tersebut dengan cara yang
sebaliknya atau dengan perilaku yang tidak menyenangkan, atau bahkan tidak
menaruh perhatian sama sekali.

Di lingkungan media baru saat ini, organisasi harus berhati-hati dengan
apa yang terjadi di media sosial, merespon dan mencoba memberikan perhatian
dengan cara yang memadai, misalnya dengan memindahkan anggota organisasi
yang berperilaku tidak benar ke bagian kerja lain daripada masih turut serta
melakukan kontak dengan para pemangku kepentingan. Karena jika kita berbicara
mengenai kesalahan, atau ketidaksesuaian terkait dengan nilai dan sejarah
presentasi diri organisasi, maka organisasi harus menjawab dengan melakukan
reformasi. Sebagai contoh, jika kampanye yang dilakukan tidak sejalan dengan
nilai-nilai yang dikomunikasikan oleh organisasi (lihat Coombs, 2012 untuk
contoh lebih jelas) maka organisasi harus siap melakukan perubahan. Jika pesan
komunikasi yang diberikan oleh kritikus tidak sejalan dengan nilai dan sejarah
presentasi diri organisasi, maka organisasi harus melakukan inisiasi pembelajaran
tahap selanjutnya (Rhodes, 1998) dan mencoba mengubah nilai dan strategi yang
dimiliki, atau mencoba menjelaskan konsistensinya dengan nilai-nilai dasar yang

ada.
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Kesimpulannya adalah bahwa semua hal mengenai krisis dalam organisasi
terkait dengan resiko dan kepercayaan, yakni tentang bagaimana terus berusaha
konsisten dengan nilai-nilai yang dikomunikasikan dan sejarah presentasi diri di
satu sisi, dan di sisi yang lainnya adalah dengan tetap terus melakukan kontak
positif dengan para pemangku kepentingan bahkan dengan menggunakan berbagai
media baru, serta terus melakukan observasi diri melalui opini publik agar dapat
melakukan refleksi dan lebih bersifat responsif terhadap isu dan krisis yang
dihadapi. Tetapi jika perusahaan tidak dapat menangani hal tersebut, maka sistem
imunitas sosial yang akan mengambil alih evolusi sosial yang ada.

Di masa sekarang ini, dengan kehadiran media baru, masyarakat menjadi
lebih peka dalam mengamati dan lebih berupaya melakukan singkronisasi diri
daripada yang sebelumnya, sehingga hanya organisasi yang dapat beradaptasi
dengan kondisibaru tersebutlah yang akan mampu bertahan. Dengan keberadaan
berbagai media, termasuk didalamnya media digital maka perusahaan harus lebih
konsisten lagi dengan nilai-nilai yang mereka komunikasikan dari waktu ke waktu
dan/atau mampu melakukan perubahaan atau modifikasi dengan cara tertentu
sehingga secara terus menerus tetap mawas diri akan Kkonsistensi yang
dimilikinya, sehingga bisa meraih kepercayaan publik dalam dunia sosial yang

hiper-dinamis ini. ***
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